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ABSTRAK

Analisis Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)

Oleh
Pandan Safira

Hakim memiliki keterikatan untuk menjatuhkan sanksi antara pidana minimal dan
pidana maksimal, namun hakim dapat mengabaikannya jika dirasa pidana
minimum masih dirasa belum mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum.
Hakim memutus suatu perkara berdasarkan pada fakta yang terungkap
dipersidangan dan keyakinannya sendiri yang dirasa adil. Hakim dapat memutus
perkara lebih tinggi dari petitum tuntutan jaksa penuntut umum, tetapi tidak boleh
melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang.
Putusan yang lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum termuat dalam putusan
nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt.

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif
dan yuridis empiris dengan menekankan pada kajian hukumnya dan ditunjang
dengan pendekatan lapangan berupa perolehan informasi serta opini penegak
hukum yang terkait dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.
Narasumber merupakan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tatatan, Jaksa
Kejaksaan Negeri Pesawaran, dan Dosen/Akademisi Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan penjatuhan
putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara nomor:
48/Pid.Sus/2023/PN Gdt hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam perkara ini
telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak sesuai
dengan dakwaan penuntut umum. Secara sosiologis perbuatan terdakwa merupakan
perbuatan yang keji karena terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban
sehingga patut untuk dijatuhi hukuman yang setimpal karena dilihat dari aspek
psikologis Anak Korban sangat trauma dan atas perbuatan terdakwa tersebut
menyebabkan rusaknya masa depan Anak Korban yang masih dibawah umur.
Sedangkan secara filosofis perbuatan terdakwa sudah sangat merugikan korban
baik fisik maupun mental terlebih lagi korban merupakan anak kandungnya yang
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seharusnya mendapat kasih sayang dan rasa aman dari terdakwa justru terdakwa
sebagai ayah kandungnya menyakiti Anak Korban. Ditinjau dari tujuan
pemidanaan, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan
pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa, namun
lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan
terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan
masyarakat dan memberi efek jera bagi terdakwa dan masyarakat untuk tidak
melakukan perbuatan serupa.

Saran dari penulis terhadap penelitian ini pada permasalahan pertama adalah hakim
hendaknya berani mengambil putusan yang dirasa akan benar-benar memberi efek
jera bagi palaku kejahatan seperti pemberian pidana tambahan berdasarkan Pasal
81 ayat (5) UU Perlindungan Anak karena mengakibatkan kerusakan organ Anak
Korban sehingga dapat dikenakan ancaman hukuman mati dan Pasal 81 ayat (7)
berupa pidana kebiri kimia karena yang dimaksud dengan Pasal 81 ayat (5) dapat
disertai ancaman pidana kebiri kimia.

Saran penulis terhadap permasalahan kedua adalah hakim hendaknya
mengedepankan asas proporsionalitas untuk mencapai mencapai keadilan sehingga
sehingga tujuan hukum pidana terealisasikan dengan baik dengan sistim peradilan
hukum pidana dan dapat mencegah perbuatan serupa untuk kembali terulang di
masyarakat.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Melebihi, Tuntutan Penuntut Umum



ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' DECISIONS THAT EXCEED THE DEMANDS OF
THE PUBLIC PROSECUTOR IN CASES OF SEXUAL VIOLENCE CRIME
(Case Study Number: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt)

By:

Pandan Safira

The judge has an attachment to impose sanctions between the minimum and
maximum punishment, but the judge can ignore it if it is felt that the minimum
punishment is still considered not to have legal certainty and legal justice. The
judge decides a case based on the facts revealed in court and his own beliefs that
are considered fair. The judge can decide the case higher than the prosecutor's
indictment, but it must not exceed the maximum punishment specified in the law. A
verdict that is higher than the public prosecutor's charges is contained in verdict
number: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt.

The method of approach in this research uses normative juridical and empirical
juridical approaches by emphasizing legal studies and supported by a field
approach in the form of obtaining information and opinions of relevant law
enforcers and the type of data consists of primary data and secondary data. The
resource persons are Judges of the Gedong Tatatan District Court, Prosecutors of
the Pesawaran District Attorney's Office, and Lecturers/Academics of the Criminal
Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis using
qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion it can be concluded that the
imposition of a verdict that exceeds the demands of the public prosecutor in case
number: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt the judge is of the opinion that the defendant in
this case has fulfilled the elements of Article 81 paragraph (3) of the Child
Protection Law in accordance with the charges of the public prosecutor.
Sociologically, the defendant's actions were heinous because the defendant was the
biological father of the victim, so he deserved to be sentenced accordingly because
from a psychological aspect the victim was very traumatized and the defendant's
actions caused damage to the future of the victim who was still a minor.
Philosophically, the defendant's actions have caused great harm to the victim, both
physically and mentally, especially since the victim is his biological child who
should have received love and security from the defendant. In terms of the purpose
of punishment, the punishment imposed on the defendant is not a defense nor is it a
retaliation for the defendant's actions, but rather preventive, educative and
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corrective in nature to correct the actions of the defendant, so that in the future he
can act more carefully in community life and provide a deterrent effect for the
defendant and the community not to commit similar acts.

The author's suggestion for this research on the first problem is that judges should
dare to make decisions that are felt to have a deterrent effect on the perpetrators of
crimes such as the provision of additional punishment based on Article 81
paragraph (5) of the Child Protection Law because it results in damage to the
organs of the Child Victim so that it can be subject to the death penalty and Article
81 paragraph (7) in the form of chemical castration because what is meant by
Article 81 paragraph (5) can be accompanied by the threat of chemical castration.
The author's suggestion on the second problem is that the judge should prioritize
the principle of proportionality to achieve justice so that the purpose of criminal
law is well realized with the criminal justice system and can prevent similar acts
from recurring in the community.

Keywords: Judge’s Decision, beyond, public prosecutor's indictment.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak permasalahan yang timbul dari adanya hukum di Indonesia, sehingga
menjadikan hukum di Indonesia tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di
masyarakat. Penyebab tidak relevannya hukum dengan kenyataan yang ada di
masyarakat timbul karena beberapa faktor, salah satunya hukum dibentuk secara
top-down yaitu berasal dari kehendak kaum elit (penguasa), sedangkan yang
menjadi objek sasaran adalah masyarakat. Padahal dalam praktiknya untuk hukum
dapat berlaku secara responsif maka hukum harus dibentuk bottom-up dari

kenyataan yang hidup di masyarakat.!

Hukum tengah menjadi pro-kontra dalam kehidupan masyarakat, karena realita
sosial yang terjadi di tengah masyarakat (das sein) terkadang tidak sesuai dengan
yang diharapkan seharusnya terjadi (das sollen). Demikian pula dengan hukum
sebagai norma yang berlaku di masyarakat seharusnya dijalani sesuai dengan
keberlakuannya, namun kenyataan tidak berjalan sesuai dengan pengaturannya.
Masyarakat sebagai suatu partner of independent relation, suatu kenyataan
merupakan suatu gegebenheit di pelosok manapun di dunia ini. Dari pernyataan
tersebut menyatakan bahwa manusia pada mulanya merupakan makhluk individu
yang memiliki mementingkan dirinya sendiri serta memiliki kepentingan dan
kehendaknya sendiri. Namun, hal tersebut tidak dapat terpenuhi jika dijalani secara
individu. Maka sepatutnya manusia harus melakukan interaksi dan kerjasama
dengan manusia lainnya. Mengingat ada banyaknya kepentingan dalam diri
manusia maka tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik karena perbedaan

kepentingan/bertentangan. Dengan demikian perlu adanya perlindungan

! Roseffendi, Hubungan Korelatif Hukum Dan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi
Hukum, Al-Imarah, Vol 3 No 2, 2018, him 189



kepentingan untuk terciptanya ketertiban hukum untuk masyarakat dan perlu
dibentuknya suatu peraturan sebagai pedoman hidup setiap orang untuk bertingkah
laku dalam bermasyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri.

Pedoman dalam berperilaku inilah yang disebut dengan hukum.?

Menurut Bagir Manan, hukum yang baik dalam pembentukannya maupun dalam
penegakannya sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi,
politik maupun budaya. Meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat
berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah
cerminan masyarakat.> Hukum dalam masyarakat tidak dapat dipandang sebagai
rangkaian kaidah atau norma, akan tetapi dapat memandang hukum sebagai suatu
sistem. Sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh L.M Friedman terdiri
dari tiga kompenen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur atau budaya
hukum. dari ketiga kompenen tersebut saling mempengaruhi yang didukung oleh
integritas aparat penegak hukum. Jika hukum tidak berjalan seimbang dengan
masyarakat, maka akan menimbulkan banyak pelanggaran bahkan kejahatan yang
timbul di masyarakat. Dalam hal kejahatan yang ditimbulkan di masyarakat muncul
karena tidak adanya kesadaran hukum dan meresahkan masyarakat lainnya serta

menimbulkan tempat yang tidak nyaman dan aman bagi masyarakat.

Berdasarkan pada sistem hukum di Indonesia, kejahatan masuk ke dalam ranah
hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang dibentuk untuk
mengatur perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang. Secara khusus hukum
pidana diartikan sebagai hukum yang bertujuan untuk mengayomi seluruh
kepentingan secara berimbang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Jika dilihat
pada kenyatannya, kejahatan dan tindak pidana sangat erat hubungannya dalam
kehidupan masyarakat. Saat ini, penegakan hukum pidana selalu menjadi polemik
karena sudah berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan

pengadilan yang dianggap “tidak adil”. Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada

21bid., hlm 192
3 Bagir Manan, “Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan
Tahun ke XX No. 241, November 2005, hlm 10



aparat penegak hukum juga menjadi dasar turunnya integritas aparat penegak

hukum dalam menegakan hukum di Indonesia.

Kejahatan yang timbul di masyarakat sangat meresahkan dan salah satunya yaitu
kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan salah satu tindakan yang
tergolong dalam suatu tindakan kriminal. Pelaku kekerasan seksual dalam
melakukan aktivitas seksual dilakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa
kepada korban. Aktivitas seksual yang dimaksud adalah melihat, meraba, penetrasi
(tekanan), pencabulan dan pemerkosaan. Akibat pemaksaan perbuatan tersebut
dapat menimbulkan akibat pada korban yaitu berupa luka atau robek pada selaput
dara. Dan adapun dampak psikologis bagi korban berupa trauma mental, ketakutan,

malu, kecemasan bahkan sampai timbul keinginan untuk bunuh diri pada korban.*

Kekerasan seksual bukan lagi menjadi hal yang asing di masyarakat saat ini, tetapi
hal tersebut sudah sangat sering dijumpai di kehidupan masyarakat baik dalam
sektor pendidikan, lingkungan masyarakat, bahkan keluarga. Saat ini, banyak kasus
yang bermunculan di media sosial terkait kekerasan seksual yang ada di lingkungan
keluarga. Keluarga merupakan rumah bagi setiap orang untuk kembali, namun tak
jarang keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi setiap orang malah

berbanding terbalik menjadi tempat yang sangat mudah terjadi kekerasan seksual.

Kasus yang sedang marak terjadi di kehidupan masyarakat saat ini yang menjadi
korban dalam kekerasan seksual di lingkungan keluarga adalah anak. Anak yang
seharusnya mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak khususnya yang utama
adalah perlindungan dan penjagaan dari keluarga, kini menjadi ancaman tersendiri

bagi anak untuk mendapatkan kekerasan seksual.

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan perbuatan yang tidak
dapat ditolerir keberadaannya karena anak sama hal nya dengan orang dewasa yang
memiliki hak yang harus dihormati untuk mendapat perlindungan dan penjagaan
dari berbagai pihak dan peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual jika ditinjau dari sudut

4 Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhagim, Maulana Irfan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Prosiding
KS, Vol 2 No 1, 2015, hlm 15



kriminologi yaitu, karena faktor keluarga, faktor ekonomi yang kurang menunjang,
faktor lingkungan pergaulan, faktor teknologi, dan pengaruh minuman dan obat-
obatan terlarang.> Namun, tak jarang faktor yang muncul dalam kekerasan seksual
di lingkungan keluarga karena memang adanya hasrat dari pelaku kekerasan seksual
untuk melakukan perbuatannya secara paksa karena menyukai anaknya atau

sebagai pelampiasan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada umumnya berusia
dari bayi sampai 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan yang
terjadi di masyarakat, anak yang mengalami gejala kekerasan seksual tidak bisa di
identifikasi secara jelas karena anak sebagai korban tersebut mengalami trauma
mental sehingga memilih diam dan memendam sendiri dan cenderung menyendiri

tidak memperlihatkan sikap yang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pada teori libido dari Sigmund Freud, menerangkan bahwa jika
seharusnya sudah diatur terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam bentuk suatu
Undang-Undang ataupun Peraturan, maka seharusnya kasus-kasus yang marak
terjadi seperti tindak pidana kekerasan seksual pada anak dapat dicegah. Namun,
pada kenyataannya masih saja marak terjadinya kasus kekerasan seksual pada anak.
Padahal sudah diatur pula bahwa dalam Undang-Undang maupun Peraturan tentang
Perlindungan Anak tersebut mengamanatkan adanya kontrol kolektif dalam bentuk
keterlibatan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dalam

memberikan perlindungan terhadap anak seharusnya sudah dapat mencegah.®

Kontrol kolektif dapat diterjemahkan dalam Pasal 304 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam
kesengsaraan, sedang dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan
pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian,
dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.”

Pasal 304 KUHP sudah menjelaskan terkait kontrol kolektif bagi yang seharusnya

memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan pertolongan yang pada

5 Ibid., hlm 17
6 Ibid., hlm 10



kasus ini mengarah kepada perlindungan anak masih marak terjadi fenomena
kekerasan seksual pada anak yang artinya kontrol kolektif secara konkret belum

terealisasikan dengan baik.’

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat bahwa
terdapat 21.689.797 pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179
kabupaten dan kota. 42-58% dari pelanggaran hak anak itu adalah kekerasan
seksual, selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, penelataran, penculikan,
eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial
serta kasus-kasus perebutan anak.® Dalam meningkatnya kasus kejahatan ini,
negara melalui penegak hukum memiliki hak untuk menegakkan hukum kepada
siapapun yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan melalui proses
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, sampai dengan penjatuhan

putusan hakim/vonis.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat salah satunya dilihat pada Putusan Nomor
48/Pid.Sus/2023/PN Gdt yang berisi tentang seorang ayah yang telah memperkosa
anak kandungnya sendiri yang masih berusia 8 tahun di wilayah hukum Pengadilan
Gedong Tataan. Namun dalam putusan yang dijatuhkan hakim dalam nomor
putusan tersebut telah melebihi apa yang diminta oleh jaksa penuntut umum. Pada
surat tuntutan jaksa penuntut umum, amar tuntutan yang dimintakan adalah penjara
selama 17 tahun, sedangkan pada vonis yang dijatuhkan oleh hakim selama 18

tahun.

Penuntut umum dalam perkara tersebut membuat dakwaan kepada terdakwa dengan
dakwaan subsideritas dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun
2016 yang memuat unsur;

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan orang
tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak,
pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau
dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)”.°

7 Tbid., hlm 11

& Wahyu Sari Asih, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap
Anak, Jurnal Verstek, Vol 9 No 2, Agustus 2021, hlm 281

® Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016



Peran penegak hukum sebagai perantara dalam penegakan hukum harus berjalan
sesuai dengan undang-undang untuk menciptakan suatu keadilan. Begitu pula
halnya dengan putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN Gdt dengan perkara kekerasan
seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, yang
mana dalam perkara tersebut jaksa penuntut umum mengajukan petitum tuntutan
pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan hakim memvonis terdakwa
dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menyatakan bahwa

putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah melebihi tuntutan jaksa penuntut umum.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang
melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana
kekerasan seksual?

b. Bagaimanakah kesesuaian putusan hakim tersebut dengan tujuan

pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan masalah dalam skripsi ini perlu dibatasi agar tidak terlalu meluas dan
salah dalam penafsiran, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian terhadap
kajian hukum pidana dan hukum acara pidana, khusunya tentang Analisis Putusan
Oleh Hakim Yang Melebihi Tuntutan Jaksa Dalam Perkara Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/ PN Gdt). Ruang
lingkup dalam penelitian yang meliputi substansi adalah Ilmu Hukum Pidana yaitu
baik hukum pidana materiil dan formil, maupun pelaksanaan hukum pidana. Ruang
lingkup objek adalah pertimbangan hakim dalam putusan yang melebihi tuntutan
jaksa penuntu umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang
dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung. Ruang lingkup tempat tersebut
adalah di Provinsi Lampung tepatnya di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan
ruang lingkup waktu adalah tahun 2023.



C. Tujuan & Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan dari

penelitian ini adalah:

a. Untuk menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum;
b. Untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan putusan oleh hakim yang melebihi

tuntutan jaksa penuntut umum terhadap tujuan hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu:
a. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah dan memperluas
wacana pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana
khususnya dalam ruang lingkup putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan
jaksa dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual serta dapat menjadi
referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan
judul penelitian.
b. Kegunaan Praktis
1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas di bidang
akademis tentang bagaimana Putusan Oleh Hakim Yang Melebihi Tuntutan
Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan
relevansinya terhadap tujuan hukum pidana;
2) Serta upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi
tuntutan jaksa penuntut umum dan relevansinya terhadap tujuan hukum

pidana.



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis (theoretical framework) merupakan suatu teori yang disusun
mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan satu sama lain sehingga
membentuk ruang lingkup penelitian. Teori dalam penelitian hukum bertujuan
untuk menganalisis permasalahan yang diteliti atau untuk menguji hipotesis maka
keberadaan teori dijadikan dasar dalam memberikan preskripsi atau penilaian
menurut hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teori yang digunakan

dalam skripsi ini meliputi:
a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Putusan hakim dalam persidangan merupakan sebuah mahkota selain daripada surat
dakwaan jaksa penuntut umum karena putusan hakim inilah sebagai penentu nasib
seseorang di dalam persidangan. Sebagai sebuah mahkota, putusan hakim dapat
dilihat dari tiga sisi, yaitu sisi akademis, sosiologis dan filosofis. Dari sisi akademis,
putusan hakim sama halnya dengan karya ilmiah hukum yang memiliki
konsistensinya di dalam menilai antara fakta hukum, kesimpulan, /legal reasoning
dengan amar. Dari sisi sosiologis, putusan hakim seperti putusan tuhan yang
menentukan nasib seseorang. Artinya secara sosiologis, putusan hakim dapat
menghilangkan hak seseorang, mencabut kebebasan warga negara, hingga dapat

menghilangkan nyawa seseorang.

Berdasarkan filosofis, putusan hakim memiliki nilai keadilan oleh pihak yang
berperkara.l® Putusan pengadilan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum
dan keadilan. Tujuan putusan pengadilan terdiri dari tiga, yaitu:
1) Kepastian Hukum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam

negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-

10 Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si, Putusan Pengadilan, Cv Mimbar Pustaka, Bandung,
April 2023, hlm 13-16



undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan.
Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berdasarkan pada undang-
undang saja, namun hakim dintuntut untuk menggali nilai-nilai hukum yang
tumbuh di masyarakat karena di dalam undang-undang tidak mengatur semua
permasalahan dengan jelas.

2) Keadilan
Salah satu tugas hakim yaitu menegakan keadilan, hal tersebut sudah tercantum
secara jelas dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a yang berbunyi “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Maka di dalam
putusan pengadilan harus menciptakan keadilan dan tidak boleh bertentangan
dengan peraturan yang ada.

3) Kemanfaatan
Putusan pengadilan harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, agar
masyarakat memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum dengan

melihat putusan yang memiliki kepastian hukum dan keadilan.!

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar
putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang
berkaitan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2) Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang
memutuskan dan panitera yang ikut bersidang.

3) Penetapan, dan berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh

ketua dan panitera.

Berdasarkan pasal tersebut, putusan yang tidak cukup pertimbangan merupakan
masalah yuridis. Jika demikian, putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau

kasasi.

b. Teori Tujuan Hukum Pidana

11 Tbid, him 24-25
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Berkaitan dengan tujuan diadakannya ketentuan hukum pidana, terdapat dua ajaran

yaitu:

1) De Klassike School
Menurut ajaran klasik ini, ketentuan adanya hukum pidana bertujuan untuk
melindungi indovidu terhadap kekuasaan negara. Markies de Becaria
berpendapat bahwa hukum pidana harus diatur di dalam Undang-Undang,
pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa harus berkemanusiaan.
sehingga kepentingan perorangan (individu) dari kekuasaan negara dapat
dilindungi oleh hukum. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut
single track system berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini
bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, karena doktrin dalam
aliran ini harus sesuai dengan kejahatan.
2) De Modern Klasik

Berdasarkan pada ajaran modern ini, tujuan daripada adanya hukum pidana
adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang ada. Karena
pada dasarnya kejahatan merupakan suatu hal yang sangat membahayakan,
karena itu perlu adanya wupaya perlindungan untuk kepentingan
masyarakat.? Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang
bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan
bahwa dalam sistem hukum pidana, tindak pidana diancam dengan sanksi
pidana yang ditetapkan oleh undangundang, penilaian hakim yang
didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri

harus tetap dipertahankan.

Teori-teori tujuan pemidanaan secara umum terdapat 3 teori, yaitu teori absolut,
teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut atau biasa disebut dengan teori
pembalasan merupakan teori yang masih sering diterapkan dalam memberikan
sanksi bagi pelaku kejahatan yang mengedepankan aspek pembalasan. Hal ini berati
bahwa kejahatan haruslah dibalas dengan sanksi pidana tanpa memperhatikan

apakah sanksi yang dijatuhkan tersebut sudah dirasa cukup jera bagi pelaku.® Yang

12 Ayu Efritadewi, S.H., M.H, Hukum Pidana, UMRAH Press, Riau, Mei 2020, hlm 5
13 Syarif Saddam Rivanie, dkk, Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Halu Oleo Law
Review, Vol 6 No 2, Sulawesi, September 2022, hlm 177
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kedua adalah teori relatif atau biasa disebut juga teori utilitaritas, dalam teori ini
menentukan konsep bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk melaksanakan tuntutan
absolut dan keadilan. Artinya bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak

pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.*

Teori ketiga yaitu teori gabungan atau verenigings theorien, teori ini bersifat plural,
karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan
dalam satu kesatuan. Oleh karena itu, teori ini disebut dengan teori gabungan atau

ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.*

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus kajian ketika
melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pokok-
pokok bahasan dalam penelitian dengan memberikan batasan-batasan pengertian
yang berhubungan dengan judul skripsi, ayitu “Analisis Putusan Ultra Petita Dalam
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung (Studi
Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt).” Batasan definisi terhadap istilah-
istilah yang dipakai, yaitu:

a) Analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa guna mengetahui sebab-akibat
serta bagaimana pokok permasalahan untuk mengetahui keadaan pada
kenyataannya berdasarkan prosedur ilmiah.!®

b) Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang
diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling

berkepentingan.*’

4https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2020/12/09/kajian-beberapa-teori-hukum-pidana-
dalam-penjatuhan-sanksi-pidana-pemidanaan/ , diakses pada 9 mei 2024

15 https:/digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB%201I1.pdf , diakses pada 10 mei 2024

16 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 60

17 Marihot Janpieter Hutajulu, Filsafat Dalam Putusan Pengadilan/Hakim, Refleksi Hukum, Vol 9
No 1, Salatiga, April 2015, HIm 91


https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2020/12/09/kajian-beberapa-teori-hukum-pidana-dalam-penjatuhan-sanksi-pidana-pemidanaan/
https://beritahukum-kebijakanpublik.com/2020/12/09/kajian-beberapa-teori-hukum-pidana-dalam-penjatuhan-sanksi-pidana-pemidanaan/
https://digilib.unila.ac.id/10452/14/BAB%20II.pdf
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c) Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang.'®

d) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang
untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.°

e) Tuntutan merupakan surat yang dibuat oleh jaksa penutut umum setelah
pemeriksaan untuk mengajukan permohonan untuk diputus seadil-adilnya.?

f) Perkara merupakan masalah atau persoalan yang diperlu diselesaikan atau
dibereskan.?

g) Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum,
larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar aturan hukum.??

h) Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk kekerasan yang berbasis pada
gender yang didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan atau
penderitaan fisik, seksual atau psikologis yang disertai dengan ancaman tertentu

seperti pemaksaan dan berbagai perampasan kebebasan.?®

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan penyempurnaan isi skripsi ini, diperlukan
kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5

(lima) bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:
I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan berbagai permasalahan atau isu hukum yang diangkat oleh penulis

meliputi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan

18 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
19 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
20 Kharisma Yudha, Surat Tuntutan (Requisitoir) Dalam Proses Perkara Pidana, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2009, hlm 4

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia

22Abdullah Azam, S.H, Modul Azas-Azas Hukum Pidana (Untuk diklat pendidikan dan pelatihan
pembentukan jaksa, BADIKLAT RI, Jakarta, 2010, hlm 31

23 Sali Susiana, Kekerasan Seksual Pada Era Digital, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,
Jakarta, 2019, hlm 1
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dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika

penulisan.
II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai
analisis putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam

perkara tindak pidana kekerasan seksual.
III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode-metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari
pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data

serta analisis data.
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi berupa penyajian dan membahas data yang diperoleh
melalui penelitian, yang meliputi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana
kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung dan
relevansi penjatuhan putusan yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dengan

tujuan hukum pidana.
V.PENUTUP

Berisi kesimpulan-kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis dan pembahasan
penelitian, serta berbagai usulan yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang

dikemukakan oleh para pihak.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A.Pengertian Pidana dan Sistem Pemidanaan

Istilah pidana memiliki banyak pengertian, baik dalam pengertian luas maupun
sempit. Namun pada prinsipnya istilah pidana memiliki dua pengertian yang
berbeda, yaitu ius poenale dan ius puniendi. Hukum pidana dalam pengertian ius
poenale menurut Mezger adalah hukum pidana yang objektif yang memiliki aturan-
aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-
syarat tertentu pada akibat dalam bentuk pidana.?* Sementara Hazewinkel-Suringa

mengartikan hukum pidana dalam artian luas, yaitu meliputi:

a. Larangan dan perintah, yang terhadap perbuatannya telah ditentukan sanksi
yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang;

b. Aturan-aturan yang menetapkan bagi barang siapa yang melanggar
aturan/larangan dalam perundang-undangan;

c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan

dengan memperhatikan locus dan tempus.?

Hukum pidana ius puniendi atau hukum pidana subjektif memiliki dua pengertian,

yaitu:

a. Pengertian luas, merupakan hak negara atau alat perlengkapannya guna
menentukan ancaman sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan;

b. Pengertian sempit, merupakan hak negara guna melakukan penuntutan
perkara pidana, menjatuhkan atau pelaksanaan pidana bagi orang yang

melakukan pelanggaran.?®

24 Soedarto, Hukum Pidana IA, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974, him
6

25 Andi Zaenal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung 1987, him 1
26 Soedarto, Op.Cit, hlm 7
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Hukum pidana termasuk ke dalam ranah hukum publik karena hukum pidana
mengatur terkait hubungan individu dengan masyarakat umum. Oleh karena itu,
hukum pidana memiliki hak yang bersifat khusus yang menandakan bahwa hukum
pidana masuk dalam ranah hukum publik. Moeljatno mengelompokkan hukum
pidana menjadi hukum pidana materiil (substantif criminal law) yang termuat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang merujuk pada
perbuatan pidana dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) yang termuat
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dua hal ini tidak

dapat dipisahkan dalam upaya penegakan hukum pidana.?’

Adapun istilah pemidanaan atau sistem pemidanaan. Menurut Prof Soedarto istilah
pemidanaan merupakan sinonim dari istilah penghukuman. Mengenai istilah
pemidanaan tidak hanya berkaitan dengan pidana saja, tetapi juga dapat meluas juga
ke hukum perdata. Oleh karena itu istilah penghukuman harus dipersempit
artiannya yaitu untuk penghukuman dalam perkara pidana atau perdata. Untuk
pemidanaan dalam perkara pidana yang memiliki kewenangan melakukan
penghukuman atau penjatuhan pidana adalah hakim. Hakim harus
mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, akan tetapi hakim tidak terikat

dengan tuntutan itu.

Hakim dalam melakukan penjatuhan pidana, tidak jarang menjatuhkan pidana jauh
lebih rendah atau lebih tinggi dari yang dituntut oleh penuntut umum. Seseorang
tidak dapat dikenakan sanksi berupa pidana di luar apa yang telah ditentukan di
dalam undang-undang. Dengan demikian, dalam hal penjatuhan sanksi pidana
hakim terikat pada jenis-jenis sanksi pidana yang telah diatur di dalam undang-
undang. Hal ini merupakan pendirian dari Mahkamah Agung Republik Indonesia,
yang secara tegas menyatakan bahwa tindakan menambah jenis pidana yang telah
diatur di dalam Pasal 10 KUHP dengan jenis pidana lain adalah hal terlarang.?®
Dalam Pasal 10 KUHP di atur jenis-jenis sanksi pidana, yaitu:

27 Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., M.Hum, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, Bali, 2016, hlm 11
28 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Maret 1970 Nomor 59K/Kr/1973
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1) Pidana Pokok:
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
e. pidana tutupan
2) Pidana tambahan
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim?®

Adapun yang termuat dalam Pasal 64 KUHP Nasional yang menyatakan jenis
sanksi pidana terdiri atas:

a) Pidana pokok;

b) Pidana tambahan

c¢) Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan di

dalam Undang-Undang.*°

Sistem pemidanaan yang tercantum dalam KUHP mengenal dua macam sistem
yaitu, sistem pemidanaan alternatif dan sistem pemidanaan tunggal. Alternatif
berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara boleh memilah dalam
menjatuhkan putusannya, sedangkan sistem pemidanaan tunggal artinya bahwa
hakim dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rumusan yang terdapat

dalam Pasal tersebut.®!

B.Pengertian Tujuan Hukum Pidana

Perkembangan sejarah ilmu hukum pidana dikenal beberapa aliran hukum pidana
(strafrechscholen) yang bermaksud untuk menentukan tujuan dari hukum pidana.
Berdasarkan pada masanya, terdapat 3 (tiga) aliran hukum pidana. Yang pertama
adalah aliran klasik (klassieke richting/klassieke school) yang menyatakan bahwa
tujuan dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan seseorang/individu
terhadap kekuasaan negara. Kedua, aliran modern (moderne richting/moderne

school) atau aliran kriminologi (criminologische richting/criminologische school)

29 Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

% Tri Andrisman, S.H., M.Hum, Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi, Universitas Lampung,
2022, him 14

31 Failin, Sistem Pidana Dan Pemindaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal
Cendikia Hukum, Vol 3 No 1, September 2017, hlm 22
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atau aliran postif (positieve richting/positieve school) yang menerangkan bahwa

hukum pidana ada guna melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Selain itu,

aliran ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan pribadi pembuat

pidana. Dan yang ketiga biasa disebut dengan aliran ketiga (derde richting/derde

school) atau aliran sosiologis (sociologische richting/sociologische school) muncul

sebagai suatu penyempurnaan dari kedua aliran terdahulu.?

Berkaitan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal dua aliran

tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

1)

2)

Aliran Klasik

Menurut aliran ini, tujuan adanya hukum pidana adalah untuk melindungi
individu dari kekuasaan penguasa (negara). Hal tersebut disampaikan oleh
Markies van Beccaria yang menulis tentang “Dei delitte edelle pene” yang
berisi bahwa agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang
harus tertulis. Selain itu, untuk terjaminnya hak-hak manusia dan
kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi
pedoman bagi rakyat, melahirkan kepastian hukum serta dapat
menghindarkan masyarkat dari kesewenangan-wenangan.

Aliran Modern

Aliran ini menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana ialah untuk melindungi
masyarakat terhadap kejahatan. Dengan demikian, hukum pidana harus
memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang
menjadi objek penelitiannya yaitu tingkah laku manusia atau masyatakat
adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum

pidana.®

Tujuan hukum pidana menurut Sudarto dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tujuan

yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

32 Moch Choirul Rizal, Buku Ajar Hukum Pidana, Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), Kediri,
Agustus 2021, hlm 11-12
3 A. Djoko Sumaryanto, S.H., M.H, Buku Ajar Hukum Pidana, UBHARA Press, Surabaya, 2019,

hlm 16
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a) Tujuan Umum
Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan hukum
itu sendiri, oleh karena itu tujuan hukum pidana sama dengan tujuan hukum
pada umumnya yang mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata
dalam masyarakat.

b) Tujuan Khusus
Fungsi khusus dari hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan
hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (Rechtguterschautz)
dengan sanksi berupa pidana yang bersifat lebih tajam daripada dengan

sanksi hukum pada umumnya. 3

Hukum pidana pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dan
damai pada kehidupan masyarakat serta memberikan perlindungan bagi setiap
kepentingan masyarakat agar terdapat ketertiban dan suatu kepastian hukum. Akan
tetapi, di dalam hukum pidana itu menunjukan suatu perbedaan dari hukum-hukum
yang lain, perbedaan itu ialah dikenal suatu kesengajaan untuk memberikan suatu
akibat hukum berupa suatu bijzondere leed atau suatu penderitaan yang bersifat
khusus dalam bentuk suatu sanksi/hukuman terhadap seseorang yang telah
melakukan pelanggaran terhadap aturan atau larangan yang telah ditentukan di

dalamnya.®®

Adanya penderitaan-penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman,
telah menyebabkan hukum pidana menyebabkan hukum pidana mendapat ruang
tersendiri diantara hukum pada umumnya, menurut pendapat para sarjana hukum
pidana dikenal dengan istilah ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir untuk

memperbaiki tingkah laku seseorang.®®

Upaya agar peraturan perundang-undangan Indonesia tidak menimbulkan efek
negatif dalam penegakkannya, maka sejak pembentukannya harus memperhatikan
atau mengakomodasi nilai-nilai kebhinekaan sebagai perwujudan kepentingan

hukum masyarakat tempat dimana peraturan perundang-undangan tersebut

34 Sudaryono, S.H., M.Hum, dkk, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP
dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm 24-25

% Lamintang, Dasar-Daasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 17

% Ibid, hlm 18
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diberlakukan.®” Dalam konteks sistem peradilan pidana, pada akhirnya mengarah
kepada putusan hakim di pengadilan. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi
kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut dengan istilah penal
policy atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas

membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu.*

C.Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pendekatan yang komprehensif dalam memahami kekerasan memungkinkan untuk
masyarakat paham terhadap berbagai bentuk kekerasan yang menyertai kekerasan
seksual. Misalnya, di level struktur, kekerasan seksual dimungkinkan oleh
kebijakan yang bias gender, yang hanya menggunakan standar-standar maskulin
sebagai basis pembuatan kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan
mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan gender dan seksualitas

yang berbeda.

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur
tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang dan perbuatan
kekerasan seksual lainnya berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.
39K ekerasan seksual dapat mengancam siapa saja tanpa mengenal usia, kelamin dan
status. Banyak kasus yang terajadi di kalangan masyarakat, pendidikan, maupun
keluarga. Di Indonesia, kekerasan seksual mengalami peningkatan setiap tahunnya,
sebab tingkah laku kriminal kekerasan seksual di Indonesia memiliki tingkat
kuantitas yang cukup tinggi terutama terhadap anak dan perempuan. Dampak dari

kekerasan seksual dapat menyebabkan kondisi traumatis terhadap korban.*°

Peraturan perundang-undangan telah ada beberapa yang mengatur beberapa bentuk
kejahatan kekerasan seksual, namun dengan ruang lingkup yang terbatas. Peraturan
perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan

kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu sangat

37 Maroni, Problema Penggantian Hukum-Hukum Kolonial Dengan Hukum-Hukum Nasional
Sebagai Politik Hukum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No 1, 2012, him 90

38 Maya Shafira, dkk, Sistem Peradilan Pidana, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm 19

39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
40 Rini Fathonah, dkk, FGD Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah
Tangga, DINAMISIA-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 3 No 2, Desember 2019, hIm 198
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diperlukan undang-undang khusus yang mengatur lebih jelas terkait tindak pidana
kekerasan seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil
sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan
hukum masyarakat.

Prof. Sudarto mengemukakan tiga arti terkait dengan kebijakan kriminal, antara

lain:

a) Dalam arti sempit, merupakan keseluruhan asas dan metode yang menjadi
dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

b) Dalam arti luas, merupakan keseluruhan fungsi dari penegak hukum,
termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

c¢) Dalam arti paling luas (yang diambil dari pendapat Jorgen Jespen),
merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-
undangan dan badan-badan resmi yang memiliki tujuan guna menegakan

norma-norma sentral dari masyarakat.**

Arah politik hukum pemerintah saat ini sebanarnya telah mengarah kepada
perlindungan hukum bagi tindak kejahatan kekerasan seksual, meskipun pada
kenyataannya belum muncul pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun
2015. Semakin meningkatnya tingkat kejahatan kekerasan seksual baik secara
kualitatif maupun kuantitatif sehingga tentunya memerlukan upaya pencegahan dan

penanggulangannya.*?

Pada tahun 2022 telah disahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS) oleh Presiden dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2022 nomor 120. Komnas Perempuan mencatat enam
elemen kunci dalam UU TPKS yakni:

1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

2) Sanksi dan Tindakan;

3) Hukum Acara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari pelaporan sampai dengan

pelaksanaan putusan;

4 Prianter Jaya Hairi, Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebiakan Pemerintah Dalam
Penanggulangannya, Negara Hukum, Vol 6 No 1, 2015, hlm 4
42 Ibid, hlm 3
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4) Hak Korban atas pelindungan, penanganan dan pemulihan;
5) Pencegahan, dan
6) Koordinasi dan Pemantauan, termasuk di dalamnya adalah peran serta

masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan TPKS.*3

Adapun beberapa terobosan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual, yaitu:

a. selain pengualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang ini, juga terdapat tindak pidana lain yang
dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

b. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan
dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;

c. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya
Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan
dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban. Selain itu, perhatian
yang besar terhadap penderitaan Korban juga terlihat dalam bentuk pemberian
Restitusi. Restitusi diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
sebagai ganti kerugian bagi Korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita
tidak mencukupi biaya Restitusi, negara memberikan kompensasi kepada
Korban sesuai dengan putusan pengadilan; dan

d. perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di
luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.**

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan
seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana
sebagaimana diatur dalam undang-undang dan perbuatan kekerasan seksual lainnya
sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun beberapa jenis tindak pidana
kekerasan seksual yang termuat dalam UU TPKS, antara lain:
a. Pelecehan seksual nonfisik
Berdasarkan pada Pasal 5 UU TPKS, menyebutkan bahwa perbuatan seksual
secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut
dan mengarah kepada seksualitas dengan tqiuan merendahkan atau
mempermalukan.

b. Pelecehan seksual fisik

43 Yusuf Saefudin, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban
Kekerasan Seksual Di Indonesia, Kosmik Hukum, Vol 23 No 1, Maret 2023, hlm 26
4 Ibid, him 28
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Yang termasuk ke dalam pelecehan seksual fisik berupa melakukan kontak fisik
secara seksual meskipun korban tidak menginginkannya seperti pemerkosaan,
meraba-raba tubuh korban tanpa izin, memberikan barang pada seseorang
dengan harapan memperoleh balasan secara seksual.

. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi merupakan bentuk kekerasan seksual. Disebut
pemaksaan kontrasepsi yaitu ketika pemasangan alat kontrasepsi terhadap
perempuan dilakukan tanpa persetujuan.

. Pemaksaan sterilisasi

Sama halnya dengan kontrasepsi, hal ini melanggar hak perempuan.

. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan Petkawinan dalah praktik perkawinan ketika salah satu pihak
mengalami paksaan, biasanya terjadi terhadap perempuan, sebagai pihak yang
dianggap melakukan pelanggaran adat atau alasan tertentu lainnya terkait
dengan hukum adat yang berlaku.

. Penyiksaan seksual

Bentuk penyiksaan seksual dapat berupa intimidasi, persekusi, dan
mempermalukan martabat atas alasan diskriminasi.

. Eksploitasi seksual

Ekslpoitasi seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang,
kepercayaan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang,
penjeratan hutang atau memberi bayaran dengan maksud untuk mendapatkan
keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari
orang itu.

. Perbudakan seksual

Perbudakan seksual merupakan perbuatan yang secara melawan hukum
menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan
menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara

seksual
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i. Kekerasan seksual berbasis elektronik
Kekerasan seksual berbasis elektronik merupakan bentuk kekerasan seksual

yang dilakukan tanpa izin dengan bantuan media elektronik seperti perekaman.*

Adapun tujuan dikeluarkannya Undang-Undang TPKS adalah guna upaya
pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum

terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual, antara lain:

a) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

b) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;

¢) Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
d) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan;

e) Menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual.*®

D.Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
memutus suatu perkara sangat berperan penting sebagai penentu masa depan
hukum. Hakim bukan hanya sebagai corong undang-undang, namun juga sebagai
penemu hukum (recht vinding) sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di
masyarakat, terutama pada nilai-bilai Pancasila. Sementara, hakim yang memiliki
wewenang memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan
masyarakat, dalam memutus suatu perkara hakim memiliki kebebasan, hal tersebut
sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yaitu peradilan yang bebas dan tidak

memihak.*’

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
mendefinisikan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh
undang-undanguntuk mengadili. Konsekuensi hakim sebagai pejabat negara yang
melakukan kekuasaan kehakiman (rechters als uitvoerdervan rechterlijke macht)

terdapat pada Pasal 31 UU Kekuasaan Kehakiman, di mana hakim memiliki

% Ibid, hlm 29-30

46 Efren Nova, Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindk Pidana
Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan
Gender, Unes Law Review, Vol 5 No 2, 2022, him 567

47 Erna Dewi, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Pranata Hukum, Vol 5
No 2, Juli 2010, hlm 2
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kewajiban untuk mejaga independensi atau kemandirian peradilan. Kemudian,
dalam Pasal 33 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara inheren hakim
juga secara individual menyandang kemandiriannya sebagai hakim sehingga
seorang ketua pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung tidak boleh mengintervensi
putusan seorang hakim.*® Hakim memiliki tugas dan kewajiban untuk mengadili
perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengambil suatu putusan tidak
terlepas dari surat dakwaan penuntut umum. Dalam praktiknya, dari surat dakwaan
penuntut umum itu hakim harus memeriksa untuk menemukan sekurang-kurangnya

2 alat bukti yang sah.

Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
pada diri terdakwa. Hal yang bersifat memberatkan diantaranya perbuatan yang
meresahkan masyarakat atau merugikan orang lain. Hal yang bersifat meringankan
seperti terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui
perbuatannya, terdakwa bersifat sopan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan

melakukan perbuatannya lagi.*

Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan
dimuka sidang yang terbuka untuk umum.>® Syarat sah nya suatu putusan hakim
mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang
yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses
pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1
KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan
menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada

siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, kebebasan hakim dalam

menjatuhkan putusan termuat dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

49 Eduardus Bryan Krisantya, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bagi
Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, 2016, hlm 7

% Pasal 195 KUHAP
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kekuasaan kehakiman. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam

kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

a. Hakim hanya tunduk terhadap hukum dan keadilan;

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan
putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan

fungsi yudisialnya.>*

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh

hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, antara lain:

Teori keseimbangan

o ®

Teori pendekatan seni dan intuisi

o

Teori pendekatan keilmuan

e

Teori pendekatan pengalaman

e. Teorl ratio decidendi

=

Teori kebijaksanan

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perlu memperhatikan apakah
putusan yang dijatuhkan telah relevan dengan tujuan pemidanaan dan hukum yang
berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang
bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis seorang hakim adalah
diambil berdasarkan fakta persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan

sebagai hak yang harus dimuat di dalam putusan, hal tersebut antara lain:

a. Surat Dakwaan
Surat dakwaan merupakan suatu mahkota di dalam persidangan, karena surat
dakwaan inilah yang menjadi acuan pemeriksaan berdasarkan hasil penyidikan

dan unsur pasal dengan perbuatan terdakwa.

51 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010, hlm 103
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b. Tuntutan
Tuntutan pidana mencakup keterangan mengenai jenis-jenis dan tingkat
beratnya pidana, atau jenis-jenis tindakan yang diminta oleh JPU guna diberikan
oleh pengadilan terhadap terdakwa.>?

c. Keterangan Saksi
Keterangan saksi dalam hal ini merupakan orang yang dapat memberikan
keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak
pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.>®

d. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan
tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui atau dialaminya.>*

e. Barang bukti
Barang bukti mengacu pada barang yang dipergunakan terdakwa dalam
melaksanakan tindak pidana atau barang yang muncul akibat dari tindak pidana
tersebut. Barang bukti di dalam persidangan sangat penting karena untuk
mendukung daripada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa,

guna memperterang fakta persidangan.>

Hakim perlu mempertimbangkan suatu perkara dari segi aspek non yuridis selain
daripada aspek yuridis. Dasar pertimbangan non yuridis ini bertumpu pada dampak
yang merugikan serta merusak tatanan dalam kehidupuan bermasyarakat dan
bernegara. Aspek non yuridis tersebut bersifat sosiologis, psikologis, krimonologis,
dan filosifis untuk mengakaji sebab seorang melakukan tindak pidana dan
bagaimana sikap serta perilaku pelaku yang melakukan tindak pidana, dengan

demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.>®

Meskipun pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan,

hal ini bukan berati hakim dalam menjatuhkan putusan menyalahgunakan

52 Nicolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta, 2009, him
142

53 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

5 Pasal 189 KUHAP

%5 Ansori Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, him 182

%6 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him 20
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kewenangannya. Hal tersebut memiliki batasan-batasan yang perlu untuk

diperhatikan, batasan-batasan yang dimaksud yaitu:

1) Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan;

2) Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya
(strasoort) tidak ada acuan dalam KUHP atau peraturan di luar KUHP;

3) Putusan pemidanaan harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan
bukti. Dalam Putusan MA No 202 K/Pid/1990, Mahkamah Agung menyatakan
putusan yang kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) dapat

dibatalkan.

Dasar suatu persidangan adalah surat dakwaan penuntut umum. Pengadilan
menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang
didasarkan pada surat dakwaan. Dengan demikian, pengadilan tidak dibenarkan jika
memutus apa yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan.

Djoko Prakoso menyatakan “Dapat dikatakan bahwa salah satu asas yang paling
fundamental dalam proses pidana adalah keharusan pembuatan surat dakwaan. la
memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap seorang terdakwa dan hakim hanya
boleh memutuskan atas dasar faktafakta tersebut, tidak boleh kurang atau lebih.
Oleh sebab itu, surat dakwaan dipandang sebagai suatu /itis contestatio.”’

Hakim di depan persidangan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa
berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum. Pada hakikatnya, hakim tidak
boleh merubah surat dakwaan sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 589 K/Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 dan hakim
juga dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak diperkenankan
menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang tidak didakwakan oleh Penuntut
Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ditentukan Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 taggal 26 Mei 1984. Selain itu,
dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret1957 dan
Nomor 68 K/K1/1973 tanggal 16 Desember 1976 ditegaskan bahwa putusan

pengadilan harus didasarkan pada tuduhan (dakwaan).

57 Yagie Sagita Putra, Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari
Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, UBELAJ, Vol 1 No 1, April 2017, hlm 22
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Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi MA NO. 675 K/Pid/1987, tanggal
21-03-1989 yang menyatakan bahwa pengadilan yang memutus suatu perkara
pidana yang tidak dirumuskan dalam surat dakwaan dapat dibenarkan, apabila
tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sejenis dengan tindak pidana yang
didakwakan. Yurisprudensi tersebut juga lebih memudahkan pengadilan dalam

melaksanakan pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.*

Putusan MA RI No. 140K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan
membenarkan hakim membuat putusan yang bersifat ultra petita dengan syarat
“harus masih dalam kerangka yang serasi dengan inti dakwaan/gugatan”. Demikian
pula dengan Putusan MA RI No 556K/Sip/1971 yang pada pokoknya menyatakan
hakim boleh memutus melebihi permintaan dengan syarat harus masih sesuai
dengan kejadian materiil. Dengan demikian, putusan yang bersifat ultra petita
umumnya diperbolehkan asalnya masih dalam lingkup undang-undang yang

didakwakan.

E.Pengaturan Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan
hukum dan keadilan. Konsekuensi hakim sebagai pejabat negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman (rechters als uitvoerdervan rechterlijke macht) terdapat
dalam Pasal 31 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mana dalam Pasal
tersebut menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menjaga
independensi atau kemandirian peradilan. Selain itu, secara inheren hakim
menyandang kemandiriannya sebagai hakim sehingga seorang ketua pengadilan
atau ketua Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi putusan seorang hakim,

hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 UU Kekuasaan Kehakiman.*

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Kekuasaan
Kehakiman, antara lain:

a) Bebas dan campur tangan kekuasaan negara dan lainnya;

8 Ibid, him 24
% Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
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b) Bebas dari paksaan, direktif atau relomendasi dari pihak ekstra judicial,

kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-Undang

Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan
peraturan perundang-undangan dibawahnya, melekat dilaksanakan oleh hakim-
hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam
melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman.®® Keberadaan kekuasaan
kehakiman menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan
oleh undang-undang dengan tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Implementasi dari wewenang kekuasaan kehakiman dijalankan oleh para hakim
pada lingkup peradilan, yang diharapkan mampu menegakkan hukum secara
independen tanpa adanya pengaruh lain diluar kepentingan hukum. Tuntutan
tersebut merupakan bentuk konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam
menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan

melalui badan peradilan. 5

Berdasarkan analisis historis konstitusi di Indonesia, adanya jaminan dan kepastian
terhadap kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sangat tergantung
dengan penerapan dan pelaksanaan sistem politik. Berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman, masih belum memberi
penyelesaian yang kondusif bagi independensi kekuasaan kehakiman. Intervensi
atau pengaruh campur tangan dari kekuasaan pemerintah masih menjadi hal yang

perlu diperhatikan.®?

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tercantum dalam kosntitusi yang

memiliki batasan-batasan, antara lain:

6 Dachran Busthami, Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia,
Masalah-Masalah Hukum, Vol 46 No 4, 2017, hlm 5

®1 Ibid, him 6

62 M. Syahrul Borman, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di
Indonesia, Lex Jurnal, Vol 1 No 1, 2017, hlm 15
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1) Sanksi yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman hukuman maksimal
yang tertera dalam pasal yang didakwakan;

2) Tidak diperbolehkan memberikan putusan pemidanaan yang jenis
pidananya tidak memiliki acuan dalam KUHP atau peraturan pidana selain
dari KUHP;

3) Keputusan mengenai pemidanaan harus didasarkan pada pertimbangan

yang memadai berdasarkan pada bukti-bukti yang ada.

Penegakkan hukum pidana perlu mewujudkan integrated criminal justice system
maka perlu adanya sinkronasi secara menyeluruh sub-sistem dalam sistem
peradilan pidana yang ditata secara integral dalam tatanan baru. Rekontrusksi
proses peradilan pidana perlu dilakukan untuk menciptakan kekuasaan kehakiman

yang merdeka dan memiliki integritas yang baik.



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris
yaitu melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi

kepustakaan dan pendekatan empiris dalam kenyataannya secara objektif.
1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus dengan cara mempelajari kepustakaan, mempelajari norma atau
kaidah hukum, tinjauan atas analisis putusan oleh hakim yang melebihi tuntutan

jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.
2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan penelitian terhadap identifikasi
hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan
mengumpulkan data primer yang didapatkan secara langsung dalam melakukan

penelitian dengan cara observasi mendalam terkait topik yang dibahas.®
B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber dan jenis data berupa jenis dan

sumber bahan hukum primer dan sekunder.
1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai

sumber pertama melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode

83 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 12
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pengamatan (observasi), wawancara ataupun analisis dokumen.®* Dalam penelitian
ini melalui cara wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Jaksa

pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dengan
menggunakan studi kepustakaan, literatur-literatur, norma ataupun asas yang
berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) bahan

hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia;

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai
Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Dengan Mengedepankan Asas Keadilan
Dan Kemanfaatan;

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi
prinsip-prinsip dasar (asas hukum) ataupun doktrin yang berkaitan dengan
masalah yang menjadi objek penelitian dengan cara memahami Putusan
Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung pada penelitian ini

yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer maupun sekunder,

6 Prof.Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H, Metodologi Penelitian Dan Penulisan IImiah Bidang
Hukum, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, September 2017, hlm 68
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yaitu media massa seperti internet, karya ilmiah, ataupun hasil penelitian para

sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang memberi (mengetahui secara jelas atau
menjadi sumber) informasi terkait peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini,
penulis menetapkan narasumber yang dianggap mengetahui secara jelas peristiwa

yang menjadi objek penelitian ini.

Narasumber pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 1 (satu) orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran : 1 (satu) orang
3. Dosen/Akademisi FH Unila : 2 (dua) orang
+

Jumlah : 4 (empat) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka (Library Research)
Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan
dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bahan penelitiannya serta
menganalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan
penelitian.

2) Studi Lapangan (Field Research)
Studi Lapangan merupakan teknik pengumpulan data menggunakan metode
pengamatan (observasi), wawancara (interview) maupun survey untuk
mendapatkan data atau informasi awal dari penelitian dan untuk memperoleh
teori yang mungkin akan digunakan maupun untuk memperdalam pengetahuan

peneliti.
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b. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya harus diseleksi terlebih dahulu
berdasarkan reliabilitas dan validitasnya. Pengolahan data dilakukan guna
mempermudah peneliti dalam menganalisis data sesuai dengan pokok

permasalahan. Prosedur pengolahan data meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

a. Classifiying (Klasifikasi), pada tahap ini dilakukan pengklasifikasian dalam
data yang akan diolah, yaitu dengan menelaah data yang sesuai dengan pokok
permasalahan.

b. Interpretasi, yaitu prosedur untuk menggabungkan data yang telah diperoleh
dan telah melalui tahap seleksi untuk menghasilkan suatu pernyataan yang
dapat ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi, yaitu proses penyusunan secara sistematis sesuai dengan objek

permasalahan sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan kajian.

E. Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data.
Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dari Miles dan Huberman yang
mencakup pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan yang
memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer menggunakan metode
interaktif dari miles dengan cara pengumpulan data melalui wawancara, data
sekunder menggunakan metode penafsiran hukum yang sistematis, serta reduksi
data yaitu penyederhanakan data untuk dapat diidentifikasi guna memberikan
informasi secara deskriptif yang mencakup penjelasan dari masalah yang

selanjutnya untuk dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi
tuntutan penuntut umum Berdasarkan pada Pasal 81 ayat (3) Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Melebihinya vonis hakim
dalam mejatuhkan putusan karena dalam perkara nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN
Gdt merupakan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua
terhadap anak kandungnya yang dimana perbuatan tersebut sangat keji dan
merusak masa depan anak korban yang masih dibawah umur sehingga hakim
berkeyakinan bahwa terdakwa harus dihukum setimpal dengan apa yang telah
diperbuat berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak.

Kesesuaian tujuan hukum pidana dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh
hakim pada perkara nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Gdt mengedepankan pada
aspek keadilan bagi korban. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan
merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan
terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk
memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih
hati-hati dalam kehidupan masyarakat dan memberi efek jera bagi terdakwa

dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memiliki saran-saran sebagai berikut:

l.

Hakim hendaknya dapat mengambil tindakan tegas dalam mempertimbangkan

kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung
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yang masih dibawah umur. Berdasarkan UU Perlindungan Anak pada kasus
kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua kepada anak kandung
yang mengakibatkan kerusakan organ atau penyakit menular, lebih baiknya
hakim dapat menyertai ancaman hukuman mati atau seumur hidup berdasarkan
Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak yang mana atas akibat tersebut pula
dapat disertai ancaman hukuman pidana kebiri kimia berdasarkan Pasal 81 ayat
(7) UU Perlindungan Anak. Pidana seperti pidana mati dan kebiri kimia pada
pelaku kejahatan seksual dirasa akan memberi efek jera dan mencegah
perbuatan serupa terulang kembali.

Hakim hendaknya perlu untuk mengedepankan asas proporsionialitas hakim
untuk mencapai keadilan sehingga tujuan hukum pidana terealisasikan dengan
baik dengan sistim peradilan hukum pidana dan dapat mencegah perbuatan
serupa untuk kembali terulang di masyarakat. Pemberian pidana mati atau
kebiri kimia dirasa akan dapat memenuhi rasa keadilan dan keamanan bagi
korban. Dan hakim ataupun penegak hukum yang berwenang hendaknya perlu
memberi perhatian khusus terhadap kasus kekerasan seksual terutama pada
korban anak karena kasus yang sedemikian rupa mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Untuk itu, perlunya penegakan hukum yang setimpal atas

perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan teori tujuan pemidanaan.
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